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B. Dokumentasi Proses Mediasi Antara Pelaku dengan Korban 

 

Gambar 1. Pelaku dan korban merundingkan permasalahannya, dan 

Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator dan mediator 

 

 

Gambar 2. Korban memaafkan perbuatan pelaku 
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C. Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan 

Restoratif  
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D. Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan 

Restoratif 
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List pertanyaan wawancara 

 

1. Syarat-syarat dan kententuan penghentian penuntutan memelalui RJ khususnya 

tindak pidana pencurian 

a. Dalam praktiknya untuk penghentian penuntutan melalui penyelesaian 

restorative justice di kejari jaksel syarat apa saja yang harus di penuhi ?  

b. Untuk penghentian penuntutan melalui RJ apa saja syarat yang diperlukan 

khususnya untuk tindak pidana pencurian 

2. Persepsi JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap konsep implementasi 

restorative justice dalam penyidikan tindak pidana pencurian? 

a. Pengertian restorative justice menurut narasumber? 

b. Pendapat narasumber terkait keadilan restorative? 

 

3. Bagaimana implementasi restorative justice dalam proses 

penghentian penunutan tindak pidana pencurian? 

a. Tindakan JPU dalam menerapkan restorative justice? 

b. JPU mengimplementasikan restorative justice dalam proses penghentian 

penuntutan? 

c. Urgensi diterapkan restorative justice? 

d. Instrument hukumnya? 

e. Prosedur/mekanisme/tata caranya? 

f. JPU sebagai mediator? 

g. Siapa saja yang terlibat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan 

peraturan jaksa tersebut? 

h. Model RJ apa yang biasanya dipakai dalam penghentian penuntutan 
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4. Apakah dengan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan restorative 

justice memberikan implikasi? 

a. Apakah hal tersebut juga memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak yang 

berkaitan? 

b. Dalam penerapannya apakah rj juga memberikan manfaat ? 

5. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh JPU di Kejari Jakarta Selatan untuk 

menerapkan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana 

pencurian? 

a. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dan menjadi fokus kejaksaan 

dalam melaksanakan penerapan peraturan jaksa tersebut? 

b. Apa upaya yang dilakukan kejaksaan nantinya terhadap hambatan-

hambatan yang tercipta pada proses penerapan peraturan jaksa tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

  

 



161 

 

  

 
 

 



162 

 

  

 



163 

 

  

 


